





1.1. Latar Belakang Masalah 
Sejak reformasi tahun 1998 bergulir sudah satu dekade lebih negara ini 
menggunakan sistem otonomi daerah. Sesuai dengan ketentuan umum dalam 
Undang-Undang Otonomi Daerah No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat 
setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan mengenai 
otonomi daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah dan mulai berlaku efektif sejak 
tanggal 1 Januari 2001, mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah (Kusnandar dan Siswantoro, 
2012). 
Desentralisasi dalam Undang-Undang Otonomi Daerah No. 23 Tahun 
2014 mengacu pada penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat 
kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Tujuan ekonomi yang hendak 
dicapai melalui desentralisasi adalah mewujudkan kesejahteraan melalui 
penyediaan pelayanan publik yang lebih merata dan memperpendek jarak antara 
penyedia layanan publik dan masyarakat lokal (Kusnandar dan Siswantoro, 2012). 
Selain itu menurut Harianto dan Adi (2007) penerapan kebijakan otonomi daerah/ 
desentralisasi fiskal oleh pemerintah pusat memiliki tujuan agar pemerintah 
daerah mandiri dalam pengelolaan rumah tangganya. 
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Adanya pemberian otonomi kepada pemerintah daerah berpengaruh 
kepada pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini karena otonomi daerah 
memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rancangan 
keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi 
tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerahnya (Putro, 2010). Pertumbuhan 
ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi 
dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan 
dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan 
mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 
2004 dalam Putro, 2010). Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur 
pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah dalam periode tertentu adalah data 
PDRB. 
Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam 
pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk propinsi maupun 
kabupaten dan kota (Darwanto dan Yustikasari, 2007). APBD merupakan rencana 
keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan 
dengan peraturan daerah. Secara garis besar, struktur APBD terdiri atas 
pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah (Nordiawan, Putra, 
dan Rahmawati, 2009). 
Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sumber pendapatan 
daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-
lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak 
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daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 
menerangkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan 
Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan 
yang dimiliki.  
Kusnandar dan Siswantoro (2012) menerangkan bahwa PAD merupakan 
sumber pembiayaan yang penting bagi pemerintah daerah. PAD mengalami 
kenaikan dengan jumlah yang tinggi diharapkan dapat menaikkan tingkat 
akuntabilitas, memperbaiki pembiayaan daerah, dan juga diharapkan dapat 
mengurangi sumber pembiayaan yang pemerintah daerah peroleh dari transfer 
pemerintah pusat yang secara langsung akan meningkatkan kemandirian daerah.  
 Setiap daerah tidak memiliki potensi keuangan yang sama. Hal ini 
menyebabkan kemampuan daerah dalam mendanai setiap kegiatan operasionalnya 
berbeda satu sama lain dan adanya perbedaan ini menimbulkan ketimpangan 
fiskal yang berbeda-beda antar setiap daerah. Untuk mengatasi ketimpangan fiskal 
tersebut pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan agar pemerintah daerah 
dapat mendanai kebutuhannya (Putro, 2010). Berdasarkan Undang-Undang No. 
23 Tahun 2014 dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana 
Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).  
Berdasarkan Peraturan Pemeritah No. 55 Tahun 2005 Dana Alokasi 
Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk 
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana 
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Alokasi Umum dialokasikan kepada pemerintah daerah berkaitan dengan 
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah 
sebagai konsekuensi dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah dimana 
pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada pemerintah 
daerah. Dana tersebut digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan publik (Ardhani, 2011). 
Dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah/desentralisasi fiskal diharapkan 
dapat menaikkan tingkat pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. 
Meningkatnya pelayanan publik ini pada akhirnya diharapkan dapat 
meningkatkan minat investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini akan 
terwujud jika pemerintah memberikan beragam kemudahan fasilitas pendukung 
untuk melakukan investasi kepada investor. Upaya ini tentu saja memiliki 
konsekuensi. Pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih 
besar untuk tujuan ini (Harianto dan Adi, 2007). 
Darwanto dan Yustikasari (2007) menerangkan bahwa upaya logis yang 
dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan tingkat kepercayaan 
publik pada mereka adalah dengan melakukan perubahan pada komposisi belanja. 
Perubahan komposisi belanja ini ditujukan untuk meningkatkan investasi modal 
dalam bentuk aset tetap. Tingkat investasi modal yang semakin tinggi diharapkan 
mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena prasyarat utama yang harus 
dimiliki oleh pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan publik adalah 
jumlah aset tetap sebagai akibat dari adanya belanja modal yang dilakukan.  
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Menurut Adi (2006) perubahan alokasi komposisi belanja juga ditujukan 
untuk melakukan berbagai pembangunan fasilitas modal. Untuk meningkatkan 
aktivitas perekonomian pemerintah harus memberikan beragam fasilitas yang 
mendukung, salah satunya adalah dengan membuka kesempatan untuk 
berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas 
kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi ini. 
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang 
Bagan Akun Standar mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran 
yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah asset tetap dan asset 
lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi 
batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh 
pemerintah di mana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-
hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual. Harianto dan Adi (2007) menjelaskan 
bahwa belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya adalah 
pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, dan transportasi. 
Pembangunan dan perbaikan di berbagai sektor tersebut dilakukan agar 
masyarakat juga dapat menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Infrastruktur 
yang tersedia dengan baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas 
di berbagai sektor. Produktifitas masyarakat juga diharapkan menjadi semakin 
tinggi dan pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 
Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa. 
Belanja Modal di Jawa Tengah selama 3 tahun terakhir selalu mengalami 
peningkatan lebih dari 50% setiap tahunnya. Sebagian besar belanja modal yang 
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dilakukan oleh Provinsi Jawa tengah dihabiskan untuk membangun infrastruktur 
jalan, irigasi, dan jaringan. Secara administratif Provinsi Jawa Tengah terbagi 
menjadi 29 Kabupaten dan 6 Kota. Luas Wilayah Jawa Tengah sebesar 3,25 juta 
hektar atau sekitar 25,04% dari luas pulau Jawa dan 1,7% luas Indonesia. Luas 
tersebut 30,8% atau sekitar 1,00 juta hektarnya terdiri atas lahan sawah dan 69,2% 
atau sekitar 2,25 juta hektar merupakan lahan bukan sawah. Selain dari sektor 
pertanian banyaknya perusahan yang bergerak dalam bidang industri dan 
perdagangan membuat Jawa Tengah memiliki potensi ekonomi yang besar dalam 
kedua bidang tersebut. Sektor pariwisata pun menjadi salah satu fokus dalam 
pembangunan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan banyaknya situs-situs purbakala 
yang terdapat di Jawa Tengah seperti Candi Borobudur, situs purbakala Saringan, 
dan Keraton Surakarta serta kondisi alam Jawa Tengah yang memiliki kontur 
bermacam-macam.  Jika potensi tersebut dikelola dengan baik, hal tersebut dapat 
semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Namun, minimnya 
alokasi belanja modal dalam bidang infrastruktur terutama pada tingkat 
Kabupaten/Kota dapat menghambat potensi tersebut. Hal inilah yang menjadi 
pertimbangan penulis dalam memilih Provinsi Jawa Tengah sebagai obyek 
penelitian. 
Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh 
Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menunjukkan bahwa Pertumbuhan 
Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal sedangkan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh 
signifikan terhadap belanja modal. Penelitian tersebut mengambil sampel baik 
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kabupaten dan kota se Jawa-Bali dan memiliki keterbatasan dimana hanya 
dilakukan pada periode 2004-2005, oleh karena itu dalam penelitian ini akan 
dilakukan penelitian ulang dengan penggunaaan rentang periode yang lebih 
panjang (4 tahun) dan menggunakan sampel yang berbeda (kabupaten/kota di 
Jawa Tengah) untuk membuktikan konsistensi penelitian yang dilakukan 
Darwanto dan Yustikasari (2007).  
Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, 
dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal” (Studi Pada 
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2015). 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja 
modal? 
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap 
belanja modal? 
3. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja 
Modal? 
1.3. Tujuan Penelitian 




1. Untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal 
pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 
2. Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap  belanja 
modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 
3. Untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja 
modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 
1.4. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang penulis harapkan dapat tercapai dari penelitian ini yaitu 
sebagai berikut : 
1. Bagi Pemerintah 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah 
daerah mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi belanja modal seperti 
pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi 
Umum (DAU). Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi 
bagi pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan yang akan datang.  
2. Bagi Akademisi 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan wawasan 
tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi belanja modal. Hasil penelitian ini 







1.5. Orisinalitas Penelitian 
Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh 
Darwanto dan Yustikasari (2007). Darwanto dan Yustikasari (2007) dalam 
penelitiannya menerangkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh 
signifikan terhadap belanja modal sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 
Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.  
Selain Darwanto dan Yustikasari (2007) peneliti lain yang mengambil tema 
sejenis diantaranya adalah Situngkir (2009), Ardhani (2011), dan Putro (2010). 
Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya 
adalah sebagai berikut: 
1. Periode tahun yang digunakan, penelitian ini menggunakan rentang 
periode yang lebih panjang, yaitu selama 4 tahun dari tahun 2012 sampai 
dengan 2015. Penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari 
(2007) menggunakan periode 2 tahun dari tahun 2004 sampai dengan 
2005. 
2. Data yang digunakan, penelitian ini mengambil data dari kabupaten/kota 
di provinsi Jawa Tengah. Penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan 
Yustikasari (2007) mengambil data dari kabupaten/kota se Jawa-Bali. 
1.6. Sistematika Penulisan 
Penelitian ini disusun dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 





BAB I  : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian dan 
sistematika penulisan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
Bab ini menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam 
penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis 
penelitian. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini. Uraian yang disajikan meliputi: populasi dan 
sampel penelitian, metode yang digunakan dalam memilih dan 
mengumpulkan data penelitian, variabel-variabel yang digunakan, 
dan metode statistik untuk menganalisis data. 
BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menjelaskan tentang hasil analisis data penelitian, 
pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian. 
BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang dapat ditarik 
berdasarkan hasil analisis data, keterbatasan yang terdapat dalam 
penelitian ini, serta saran untuk penelitian sejenis selanjutnya. 
 
 
